
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMEPJNG ULU TIMUR 

NOMOR 6 TAHUN 2023 
TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NO MOR 8 TAHUN 2017 TENTANG BEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN KEPALA 

DESA SERENTAK DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , 

a. bahwa dengan adanya penyesuaian dinamika perkembangan 
peraturan perundang-undangan dan · kebutuhan dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengenai pemilihan Kepala 
Desa Serenta k sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata 
Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Uhi Timur Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perai.uran Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera. Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas t 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan • 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);( . 



4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah. Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 

Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara. Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 

9 . Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 
2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1222); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1 
2016 Nomor 53); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ten~g 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik I11dones1af I 

Tahun 2017 Nomor 89); 

. I 



12. Peraturan Menteri Dalam _Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 155); 

13. Peraturan Da.erah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebaga.ilnana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur (Lembaran Daerath Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 
9); 

15. Peraturan Da erah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 16); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa {Lembaran 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 
17); 

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2022 Nomor 3); 

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 
2016 ten tang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, 
Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komeiing Ulu 
Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas P,eraturan Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tent311g 
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta 
Kelurahan di Kabupaten Ogan Kornering Ulu Timur (Berita · Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63); 

19. Peraturan Bu pati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 80 Tahun 
2017 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 

80); . ' 

20. Peraturan Bupati O~an Komering Ulu Timur Nomor 20 Tahun ~ -
2022 tentang Pemenntah Desa (Berita Da,erah Kabupaten Ogan( 
Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 20); 
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21. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 40 Tahun 
2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa {Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 Nomor 40). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING 
ULU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN OGAN 
KOMERING ULU TIMUR. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala 
Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur, diubah sebagai 
berikut: 

Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah 
apabila: 

a . Ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa 
Tingkat Desa; 

b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda 
gambar Calon Kepala Desa; 

c. Tanda coblos lebih dari 1 {satu), tetapi masih di dalam 
salah satu kotak tanda gambar; dan 

d. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak tanda 
gambar. 

(2) Surat suara dalam pemungutan dinyatakan tidak sah 
apabila: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Yang telah Tidak menggunakan surat suara 
ditetapkan; 

Tidak ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala 
Desa Tingkat Desa; 

Terdapat tanda gambar dan/ atau tulisan selain yang 
telah ditetapka.n; 

d 1 · g n1enun;ukkan Memuat tanda-tan a run yan ., 
identitas pemilih; 

Tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 {satu) calon; 

Tanda coblos di luar kotak tanda gambar; 

Menggunakan alat pencoblo~ di luar alat yang t~lah 
disediakan; 

Sobek/rusak atau tanda gambar hilang; dan 

Terdapat tanda coblos tembus sunetris. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pada tangg · a!"" Januari 2023 

H. LANOSIN 

Diundangkan di Martapura 
pada tanggal :; (;, Januari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

JU~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TAHUN 2023 NOMOR b 


